
BUPAT LABUHANBATU UTARA
PROV] I\SI SUMATERA UTARA

PERATURAN ] }UPATI LABUHANBATU UTARA

NOI\lOR ?O TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PEN(IHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERI\iTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAF MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimlran;g a

Mengingat

bahr,r'a 1asal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom<>r

13 Tahr; n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuatrqzttr
Daerah rebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan 'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l 'I'ahtttt
2011, menyatakan Pemerintah Daerah dapat
member l(an tambahan penghasilan kepada Pt:garva r

Negeri S pil;

b. bahr.a remberian tambahan penghasllan sebagaiman;r
dimaksr- d dalam huruf a, untuk meningkatl<ar r

kesejaht:raan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungai,
Pemerin ah Daerah, yang diberikan berdasarkan bebar,
keq'a, capaian kinerja dan perilaku kinerja Pegau,a i

Negeri S pil;

bahlva berdasarkan pertimbangan sebagannalr.,
dimaksr-rd dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkal
Peratura n Bupati tentang Tambahan Penghasilarr
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerir-rteilr
Kabupa, en Labuhanbatu Utara;

Undang tJndang Nomor 17 Tahun 2003 tr.rrtiurr
Keuang: n Negara (Lembaran Negara Republik Indortr:si,,
Tahun lOO3 Nomor 47, Tarnbaham Lernbaran Nog:rr',,
Republil lndonesia Nomor 4286);

c

1

2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
Perbend rharaan Negara (Lembaran Negara
Indones a Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara I'epublik Indonesia Nomor 4355);

tcnlanl,
Re pu lr Ii i..

Lent ba r:r r r

3. Undani.-Undang Nomor 15 Tahurt 2OO4 tenlanr,

Pemeril<saan..
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Pemeriks aan dan Tanggung Jawab Keuangan Nr:girt'lr

(kmbar: n Negara Republik Indonesia Tahun 200'l

Norno. 55, Tambahan l,embaran Negara p1'ptrblil'

Indonesi .L Nomor 4389);

4

5

6

8

9

Undang- Jndang Nomor 33 Tahun 2OO4 tenlirrrl'
Perimbar,gan Keuangan Antara Pemerintahan Pusal tlrrl I

Pemerint,rhan Daerah (Lembaran Negara Rc1.llrlrlilr
lndonesi,r Tahun 2004 Nomor 1.26, Tambahan Lembattarr
Negara F :publik Indonesia Nomor 4438);

Undang- Jndang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembent -r kkan Kabupaten Labuhanbatu Utara di
Provinsr Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
lndonesi r Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 4869);

Undang- Jndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatu:
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Ncmor 6, Tambahan Lembaran Negara Republil:
Indonesi.r Nomor 5494);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarli'
Pemerint ahan Daerah (l,embaran Negara Reptrblil.
Indonesie Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
1\r...,,-.. ,r.,.1 1il. I.-,1..-.;., rr^.-i/\f -rQ7l ..,.r...,

rJtrfiatrg -.iOlr.ror' 9 'lairilrt ...., iJ tclrLallg . \ : r .. . , . . ,. I L . , , .

Atas Ur dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terrtan,'
Pemerin, ah Daerah (Lembaran Negara Repr-rll1iI.
Indonesj :r Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar':rr,
Negara I epublik Indonesia Nomor 5679):

Peratura n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanr,
PengeloJ Lan Keuangan Daerah (Lembaran Negarr
Republil. Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahari
Lembara r-r Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peratura n Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan1.,
Pedoma r Penyusunan dan Penerapan Standar Pela.l,anar'
Minimal (trmbaran Negara Republik Indonesia 'l'ahrrr'
2O05 Nc mor 150, Tambahan Lembaran Negara Repurblilr
Indones a Nomor 4585);

10. Peratura n Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentanl'
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemelin 1 ;r I ,

(Lembal rn Negara Republik Indorresia Talr un t2o0r ,

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepLrl.rlil..
Indones. a Nomor 46 14);

11. Peratur,Ln Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 l.cr-rtrrrrrq
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbararr Negara Repr-rlrlrl.
Indones a Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lemlr:rr':rrr

N<tgir llr
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'lo

1a

Negara R rpublik Indonesia Nomor 5 1 3 5) ;

Peraturar r Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tetrlrtttl

Penilaiar. Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (l'emlxrt:rt'

i';;;;t iepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor t')'t
Tairbahr.,-r Lembaran Negara Republik lndonesia Nor.lor

5258);

Peratura r Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tetrlitrttr
Manajerr en Pegawai Negeri Sipil (Lembarar N t':gi r t i 

'

RepuUtit Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tamlrahrrrr

Lembara .i Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

14. Peratura r Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200( i

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangaan Daeri-rlr

sebagain ana telah diubah beberapa kali teral<hir dengarr
Peratura -r Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahur-r 201 1

tentang 'erubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri lomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolzLan Keualgan Daerah (Berita Negara Republil':
Indonesi r Tahun 2O1 1 Nomor 310);

15. Peratura:r Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomot'
4 Tahu n 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaarr
Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupater r

Labuhar,batu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambaharr
Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nonror'
se);

16. Peratura.n Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nonror
4 Tahur, 2016 tentang Pembentukkan Perangkat Dactitl,
Kabupat:n Labuhanbatu Utara (Lembaran Dacurl,
Kabupat:n Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Non'rol 5.
Tambah..n lembaran Daerah Kabupaten Labuhanl;:rtrr
Utara Nr mor B9);

17. Peraturz i:r Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 'l'i.rhr,trr

2OL6 le ltang Kedudukan, Susunan Organisasi, 'luga:,
dan Fr.ngsi Serta Tata Keq'a Perangkat Daeral,
Kabuparen Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabnpate:,
Labuhar, batu Utara Tahun 2016 Nomor 21i i

sebagairrana telah diubah dengan Peraturan Bupar;
Labuhar ,batu Utara Nomor 20 Tahun 20 l7 tentitr-rr:
Perubah an Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utar':.
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susur-rzri,
Organis;isi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangl<iit
Daerah I{abupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daera I r

Kabupa: en Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 2.12) :

MEMUTUSKAN:

PERATURA} BUPATI TENTANG TAMBAIIAN PF]NCHASII-,\N
PEGAWAI ].EGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERIN'I'^II
KABUPATEI'. LABUHANBATU UTARA.

BNI] I

Menc'trrpki n
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BAB i
KETBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeratL ran Bupati ini yang dimaksud clengan:

1. Daerah a,lalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Bupati ac aiah Bupati Labuhanbatu Utara.

3. Pemerinti han Daerah adalah penyelenggaraan Lrrtrsirrr
pemerintr .han oleh pemerintah daerah dan rlcrvit tr

perwakila,r rakyat daerah menurut azas otonorni rlnn
tugas pt inbantuan dengan prinsip otonomi scllt;tsr'
luasnya lalam sistem dan prinsip Negara l(esalttitrr
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud tl;rl;trrt
Undang-t indang Dasar Negara Republik Inclonesia tirlrrrrt
1945.

4 Pemerintr ,h Daerah adalah Bupat.i
penyeleni.gara Pemerintahan Daerah
pelaksan: ran urusan pemerintah
kewer an; .an daerah otonom.

sebagai unsur
yang memimpin
yang menjadi

5. Sekretari; Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Labuhan,-latu Utara.

6. Asisten lekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris
Daerah Ir abupaten Labuhanbatu Utara.

7. Asisten ljekretaris Daerah bidang Administrasi Umu rn
adalah I sisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi
Umum Krrbupaten Labuha-nbatu Utara.

B. Inspekto: at adalah Inspektorat Kabupater-r Labuhanbalr-r
Utara.

9. Kepala ladan Kepegawaian Daerah adalah Birrl;rn
Kepegau,, .ian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

10. Bagian ( rganisasi adalah Bagian Organisasi Sekretari:rl
Daerah 1. abupaten l,abuhanbatu Utara.

11. Pejabat r'engelola Keuangan Daerah untuk selan;utnr,:r
disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah I.. abupaten Labuhanbatu Utara.

12. Satuan t(eq'a Perangkat Daerah untuk selanjutnva
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daererh
Kabupatr:n Labuhanbatu Utara.

13. Pejabat I ang Berwenang adalah pejabat yang mempunl.ai
kewenarrgan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindairan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipii

s(]sl til I
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sesuai : lengan ketentuan peraturan perundang-
undangar.

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah P,:gawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupate -r Labuhanbatu Utara.

15. Calon Pe:{awai Negeri Sipil yang selanjutnya disinglirrt
CPNS ad;rlah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkur.r11;rrr
Pemerintr h Kabupaten Labuhanbatu Utara.

16. Jabatan j'impinan Tinggi yang selanjutnva disingkzrt .JI"l'
adalah sekelompok jabatan tinggi pada inslatrsi
pemerintt.h.

17. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat .Jr\

adalah se kelompok jabatan yang berisi fungsi dan 1ug;rs
berkaitan dengan pelayanan publik serta admintslr';rsi
pemerintr han dan pembangunan.

18. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang berl:anggr r r ri3

jawab r rengendalikan pelaksanaan kegiatan var)g
dilakukar pelaksana.

19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri
Sipil yar g bertangung jawab melaksanakan kegiatan
pelayana r publik serta administrasi pemerjntahan dan
pembang rnan.

20. Jabatan Irungsional ada-lah sekelompok jabatan yang
berisi fu-rgsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsion:;l yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

21. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yalrg
selanjutn-va disingkat TPP adalah tambahan penghasil.rn
yang dib.:rikan kepada PNS berdasarkan beban l<elja
atau tem )at bertugas atau kondisi kerja atau kelangl<zriirr
profesi atau prestasi kerja.

22. Knerja rdalah hasil kerja yang dicapai oleh scriap
pegar.vai ,lari suatu kegiatan pada satuan organisasr r arrp,
telah r irencanakan dengan menggunakan rl:rrr
memanfa:rtkan sumber daya organisasi.

23. Hari ke rja adalah hari yang digunakan
menjalar kan tugas pokok dan fungsi serta
kedinasa r lainnya, baik bersifat pelayanan
maupun celayanan aparatur.

untuk
tugas

publik

24. Hadir ke, ja adalah keadaan masuk kerja pada hari ker-jar
dalam r renjalankan tugas pokok dan fungsi tug:rs
kedinasa 'r lainnya yang diketahui atasan.

25. Sasararr
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25. Sasaran iierja Pegawai yang selaljutnya disingkat SKP

adalah re rcana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang P tlS.

26. Perilaku (erja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKI)

adalah s( tiap tingkah laku, sikap dan tindakan .yarlg
dilakukar oleh PNS atau Lidak melakukan sesuatu ]arlg
seharusnl .a dilakukan sesuai dengan ketentllal.r
peraturar perundang-undangan.

27. lzin adalrh kondisi PNS tidak masuk bekerja karctra
alasan k-lperluan pribadi atau keluarga berdasarlian
persetuju 1n atasan langsung.

28. Daftar Hedir Elektronik adalah pengisian kehadiratr lrrrrrl
dilakukar' oleh PNS pada jam masul< clan/atar-t pttlirtrll
bekeqa s(icara elektronik.

29. Terlamba Masuk Kerja adalah kondisi PNS ..virr)g
melakuk. n Daftar Hadir Elektronik yang tidal< scsrr;ri
dengan k :tentuan jam masuk bekerja.

30. Pulang L,:bih Awal adalah kondisi PNS yang melal<trlirrrt
Daftar H:rdir Elektronik tidak sesuai dengan l<etc:t.r t t r r t I t

jam pula;,g bekerja.

31. Perjalana r Dinas adalah PNS yang melakukan perjalauritrt
kedinasa r baik di da-lam maupun di luar Daerah.

32. Laporan (inerja Pegawai adalah laporan kegiatan yar-rg
dilakuka: r oleh setiap PNS yang dibuat setiap akhir bulalr
yang dig rnakan sebagai salah satu dasar pembayaran
TPP.

33. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran
langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas
tambaha r yalg merupakan tugas yang tidak tersebu t
da1am ri.rcian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi
unit kerl. .

34. Pejabat F enilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai
dengan ketentuan paling rendah pejabat struktr.r r-al
eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.

35. Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah I'ang
selanjutrya disingkat APBD adalah Anggar:in
Pendapar an Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbar r_r

Utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian T?P dimaksudkan da-lam rangka memotivasi pNS

dalam,.
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dalam mela :sanakan tugas pokok dan fungsinva rli
lingkungan P, merintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TI P bertujuan untuk memenuhi kehidupan 1'ang
iayak dan meningkatkan kinerja PNS di lingkungat'r
Pemerintah D aerah.

BAB III
KRITERIA TPP

Pasal 4

(1) Selain penghasiian menurut peraturan perundang-
undangar , TPP diberikan setiap bulan kepada PNS.

(2) TPP seba gaimana dimaksud pada a,l at (1) dibal'ar.li:rrt
berdasarl an:
a. SKP;
b. PKP.

Pasal 5

(1) Pemberia r TPP berdasarkan SKP sebagaimana dimal<:,;rrrl
daiam Pz sal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepacla l'NS
berdasarl .an Penetapan Kinerja yang mengacu lielxrr ll
tugas pc. kok dan fungsi sesuai dengan kemamprurrr
melaksar, akan tugas dan capaian tugas lirr)rl
berdasarl.an atas kuantitas, kualitas, rvaktu dan bii.n a.

(2) Pemberia r TPP berdasarkan PKP sebagaimana dimaksud
dalam Pe sal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan
memperh rtikan tingkat kehadiran yang dilakukan oleh
atasan, relasi sejawat dan bawahan berdasarka-n
orientasi. pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan
ke{asam r.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TPP

Pasal 6

Besaran TPr berdasarkan SKP dan PKP sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tirlni<
terpisahkan rlari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) PNS yanl tidak masuk keg'a dengan alasan sakit dan izir-r
untuk k:pentingan pribadi/keluarga atau mengamlril
hak cut tahunan diberikan TPP berriasarkan PI( 1,.

sedangkz n TPP berdasarkan SKP dibayarkan sesuai
capaian I inerja.

(2) PNS.



(2) PNS yanll mengarnbil cuti bersalin anak tanggungan
negara atau cuti melaksanakan ibadah haji/umrolr,
hanya dil erikan TPP berdasarkan PKP.

(3) Tidak ma;uk kerl'a dengan alasan izin untuk kepentirrgarr
pribadi/ k :luarga sebagaimana dimaksud pada avat (1)

diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) buJar.r

yang dib rktikan dengan dokumen sah dan diket ah Lri

oleh atasr rn langsung.

Pasal 8

TPP sebagairrana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diberil<nrr
kepada:
a. PNS yang dipeke{akan atau yang diperbantukan kepacia

instansi 1a in;
b. PNS yang nelaksanakan tugas belajar;
c. PNS yang )ertugas di iuar Instansi Pemerintah Daerah;
d. PNS yanit diberhentikan sementara karena ditahan

menjadi tersangka tindak pidana sampai pu trrsar-r
pengadilar r yang mempunyai kekuatan hukum teterp
(inkracht);

e. PNS yang :liberhentikan dan sedang mengaju'l<an band ir ry,.

administrr.tif kepada Badan Pertimbangarr liepegal'ai;rrr
atau mer gajukan gugatan di Pengadilan Tata Usirlr:r
Negara;

f. Pr\S yang melaksanakan cuti kecuaii cuti tahunan, ('u li
bersama, :uti melahirkan anak tanggungan negara tlir rr

cuti melal sanakan ibadah haji/umrohl
g. PNS ten:rga fungsional guru, kepala sekolah rlrrl

pengawas _vang telah memiliki sertifikasi;
h. PNS yang rnasih menguasai aset milik Pemerintah l)irr:r-rlr

baik aset bergerak maupun aset tid al< bergerali r ; r r rri
belum dik:mbalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

PNS hanya r iperkenankan menerima satu jenis TPP di luar
gaji.

Pasal 10

Setiap PNS ' ..ajib membuat Laporan Kinerja Pegau.ai setiap
bulan sesu .r.i format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II 'rang merupakan bagian tidak terpisahkan clari
Peraturan Br.pati ini.

Pasa-1 1 1

(1) PembayiLran dan pemotongan TPP dilakukan dengan
memper -ritungkan Laporan Kinerja Pegarvai rla rr
ketidakl,adiran.

(21 Pemotor gan TPP sebagaimana dimaksud pada a-lat { l)
diberlak rkan kepada:

a. PNS..

-8-
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(3) Pemoton 3an TPP sebagaimana dimaksrrd pada ayat (2)

dinyatak rn dalam 7o (persen).

(4) Pemoton 3an TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan darr
paiing br nyak sebesar 1007o (seratus persen).

Pasal 12

PNS yang tidak membuat Laporan l(ine{a Pegari'ai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 I ayat (2) hurr: f a.
dikenakan p( motongan TPP sebesar alokasi TPP berdasarl<ar-t
SKP.

Pasal 13

PNS yang nrembuat Laporan Kinerja I'egawai tapi tirlirli
mencapai 7(O ol' (seratus persen) sebagaimana dimal<sLrrl
dalam Pasal 1 I ayat (2) huruf b, dikenakan pemotorlgan 'l'l'I']
sesuai perser tase Capaian Kinela.

Pasal 14

PNS yang tt rlambat masuk kerja sebagaimana dimal<srrrl
dalam Pasal i 1 ayat (2) huruf c dan/ataLr pulang lebih irrr;rl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 a.vat (2) l-rr-rrr.rl ,l
dan/atau ticiak masuk kerja sebagaimana dimaksud rl;rliurr
Pasal 1 I aya (2) huruf e dan/atau tidal< melakukan Dalirr r
Hadir Elektr rnik sebagaimana dimaksud clalam l)asnl I 1

ayat (21 huru,'f dan/atau tidak hadir apel gabungan, upacara
Hari Kesad aran Nasional dan upacara Hari Besar'
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g,
dikenakan p rmotongan TPP sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Br pati ini.

Pasal 15

(1) PNS yar.g melaksanal<an tugas pedalanan dinas dalarn
Daerah maupun luar Daerah tidak dikenal<an
pemoton gan TPP berdasarkan PKP.

(2) PNS yang meiaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.

melaksan al<ar-r

a. PNS ..,ang tidak membuat Laporan Kinerja Pegan'ai;
b. PNS yang membuat Laporan Kinerja Pegawai ta pi

tidak mencapai 100 % (seratus persen);
c. PNS 'ang terlambat masuk kerja;
d. PNS','ang pulang lebih awal;
e. PNS .'ang tidak masuk kerja;
f. PNS .,,ang tidak melakukan Daftar Hadir Olektronil<;
g. PNS 'r,ang tidak hadir apel gabungan, upacara Ha|i

Kesa.laran Nasional dan upacara Hari Besar.
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melaksal ,akan apel gabungan, upacara Hari Kesadaran
Nasional dan upacara Hari-hari Besar yang
menyeba ckan tidak dapat melakukan Daftar Hadir
Elektron. k pada jam masuk dan/ atau jam pulang tidal<
dikenaka n pemotongan TPP.

(3) Tugas kr dinasan sebagaimana dimaksud pada avat (2)

harus d nyatakan dengan surat perintah tugas atatt
surat per nyataan atau dokumen pendukung lainnl''a.

(1) Pengelol an data TPP pada SKPD dilaksanakan oleh trnit
kerja yar g menangani urusan bidang kepegawaian.

(2) Kepala S KPD menunjuk operator aplikasi Daftar Hadir
Elektron I( darr petugas pengadministrasian TPP sesu:ii
kebutuh, rn.

(3) Operator aplikasi Daftar Hadir Elektronik sebagaimana
dimaksu,l pada ayat (2) mempunyai tugas :

a. men\ usun rekapitulasi hasil Daftar Hadir Elektronik
sehir gga diperoleh data jumlah pencapaian aspek
PKP;

b. menl himpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat
izin :itau surat perintah tugas atau lainnya sebagai
baha n perhitungan capaian aspek PKP;

c. menl konfirmasi PNS yang tidak melakukan Daltar
Hadi Elektronik karena alasan kr:djnasan;

d. menl hitung data kehadiran seluruh PNS secara lln;rl
dalar r bentuk Laporan Kehadiran Pegawai r.r rr I r rlr
kemr rdian disampaikan kepada pet r r !1r-r s
peng rdministrasian TPP.

(41 Petugas rengadministrasian TPP sebagaimana dim:rlis;rrrl
pada aya t (2) mempunyai tugas:
a. menr rima Laporan Kinerja Pegawai cieng;rrr

mem Juat tanda terima penyerahan sebagai < la s; r r'

perh tungan aspek SKP;
b. menr rima Laporan Kehadiran Pega',vai dari Operirlor'

apiik.rsi Daftar Hadir Elektronik sebagai rlasru'
perh Lungan aspek PKP;

c. men'usun rekapitulasi perhitungan akhir capaian
asper; SKP dan aspek PKP bulanan PNS tingkat
SKPI ' untuk disahkan kepala SKPD;

d. men; ampaikan hasii rekapitulasi perhitungan akhir
capa an aspek PKP dan aspek SKP bulanan PNS
tinglat SKPD yang telah disahkan kepala SKPD
kepa,la Bendahara Pengeluaran sebagai dasar
peml rayaran TPP.

BAB VI

PENGINPU']'AN

BAB V
PENGELOLAAN DATA

Pasal 16
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PENGINPUTAN DATA TPP
L AN TATA CARA PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu
Data SKP
Pasal 17

(1) Data SKP ditetapkan berdasarkan Laporan Kine{a
Pegawai l ang dibuat oleh PNS setiap bulan.

(2) Laporan (inerja Pegawai sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1) disusun berdasarkan Penetapan Kinerj:r
Tahunan yang berisikan target Kinerja Bulanan _r,an g
disetujui oleh Pejabat Penilai pada awal tahun anggararr
berkenaa r .

(3) Laporan i(ineqa Pega'*,ai sebagaimana dimaksud piLrl:r
ayat (1), lisampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari
ke4'a pa.ia bulan berikutnya kepada Pejabat Pen ilai
untuk dii rkukan penilaian dan bersifat final.

(a) Jika Pejz bat Peniiai tidak dapat melakukan penilaian
terhadap laporan Kinerl'a Pegawai bulanan selama 3
(tiga) ha:'i kerja setelah Laporan diserahkan, rnal<a
penilaian disampaikan kepada Atasan Langsung Pe1abat
Penilai.

Pasal 18

(1) Penilaian atas Laporan Kinerja pada masing-masing
SKPD dil:rkukan oleh atasan iangsung secara berjenjang.

(2) Penilaiaa,r atas Laporan Kinerja kepala SKPD dilakulian
oleh Asirrten Sekretaris Daerah sesuai dengan g:rr is
koordina:;i yang telah ditetapkan.

(3) Penilaian atas Laporan Kinerja Asisten Sekretaris l)ar:r :rlr
dan Staf \hli Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerzrh

(4) Penilaian atas I"aporan Kinerja Sekretaris Dacr.:rh
dilakukar i oleh Bupati.

Bagian Kedua
Data PKP
Pasal 19

{1) Ketentui n jam ke4'a PNS di lingkungan pemerinralr
Daerah s'ebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam ker.ja

dimu ai dari pukul O7.3O wib sampai dcngan pukul
16.3C wib; dan

b. hari .;um'at jnm kerja dimulai dari pukul O7.30 wib
samp ri dengan pukul 12.00 wib.

(2) Ketentuan. .
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(2) Ketentu: n jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pa<la

ayat (1) iikecualikan pada saat bulan puasa Ramaclhan
yang ak rn diatur lebih lanjut dan berpecloman par:la
ketentua ir peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentui n jam keda dan waktu perekaman alat/mesin
Daftar I adir Elektronik khusus bagi SKPD pelayanan
publik I ang menerapkan jam kerja berga.nt.ian (shift)
atau per,ugasan kerja khusus diatur lebih lanjut o'leh
kepala SKPD, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak
boleh ku rang dari 36 (tiga puiuh tujuh) jam dan 30 (tiga
puluh) n enit dalam seminggu.

(4) Ketentue.n jam ke{a dan waktu perekaman alat/mesin
Daftar Hadir Elektronik khusus bagi guru diatur lebih
lanjut ol,rh kepala SKPD.

Pasa-l 20

(1) Data PK'] ditetapkan berdasarkan kehadiran cleng:lr
menggun rkan perekaman alat/mesin Daftar lJ:rrlir
Elektroni i pada masing-masing SKPD.

(2) Daftar Fr rdir Elektronik sebagaimana dimaksud parlir
ayat (1), tidak berlaku pada PNS yang melaksanakan
tugas be.ajar atau ditugaskan secara tetap di lapangan
yang tida < memungkinkan untuk melaksanakarr absensi
pada SKI D tempat tugas.

(3) Bagi Sr.lPD yang memiiiki UI/I yang belr:rn
memperg -rnakan aplikasi online,, print ouf Daftar Haclir
Elektroni: diserahkan kepada petugas
pengadm nistrasian TPP seiambat-lambatnya 5 (lima)
hari kedz setiap bulannya.

Pasal 21

(2) Waktu pt rekaman pada pagi hari sebagaimana dimal<srrrl
pada aya (1) huruf a, dapat diperpanjang sampai <lerri.iiur
pukul 09 00 wib.

(3) Perpanjar Lgan waktu perekaman sebagaimana dimaksr-rd

pada

(1) Perekamr n alat/mesin Daftar Hadir Elel<tronili
sebagaim,rna dimaksud dalam Pasal 20 ay'at (1) ri'a jilr
dilakuka;, sebanyak 2 (dua) kali dalam l (satu) hrli,
yaitu:
a. pada pagi hari mulai pukul 07.00 wib sarnpeti deng:rrr

08.3C wib;
b. pada sore hari Senin sampai clengan hari Kirrnis

mula. pukul 16.30 u,ib sampai clengan 18.30 uilr;
dan

c. pada siang hari Jum'at mulai pukul 12.00 u il-r

samp ri dengan 14.00 wib.



pada ayat (2) paling banyak 40 7o (empat puluh persen)
dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

(4) Perekaman kehadiran pada pagi hari yang dilaksanztkart
diatas pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 08.30 u'ib
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a atau yang
dilaksanakan sampai dengan pukul 09.00 wib
sebagaimana dimaksud pada (2) wajib menambah lama
waktu perekaman pada sore hari sebanyak waktu
keterlambatan pada pagi hari.

Pasal 22

(1) Apabila mesin Daftar Hadir Elektronik tidak dapat
dipergunakan karena alasan teknis, maka kepala SKPD
membuat berita acara kerusakan mesin dan perekaman
kehadiran dilakukan secara tertulis.

(2\ Kerusakan mesin Daftar Hadir Elektronik han-vn
diperkenankan paling lambat seiama 7 (tujuh) hari l<erjr:r,
oleh karena itu setiap SKPD wajib menjaga d a r.r

memeliharanya.

(3) Dalam hal mesin Daftar Hadir Elektronik trdak dapat
dipergunakan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka PNS
dianggap tidak melakukan Daftar Hadir Elektron ilr
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) hr-r rr,r f f.

Pasal 23

PNS yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan
pery'alanan dinas dalam daerah maupun luar daerah,
mengikuti sosialisasi atau diklat kedinasan tetap dianggzrp
hadir walaupun tidak melakukan perekaman Daftar Hadir
Elektronik, dengan ketentuan untuk memenuhi aspek
capaian kinerja dibuktikan dengan surat tugas dan *.ajib
membuat laporan hasil penugasan sebagai penggan ti
Laporan Kinerja Pegawai.

Pasal 24

(1) Apel gabungan yang dilaksanakan pada setiap )rali
Senin, upacara Hari Kesadaran Nasional dan upar:alrr
Hari Besar lainnya, perekaman kehadiran dilal<ul<;ur
secara tertulis dan disampaikan kepada Bagirrrr
Organisasi.

(2) Upacara Ilari Besar sebagaimana dimaksud pada a-r'at (1)
yang dilaksanakan pada hari libur, dihitung sebagai har.i
ke!a.

-13-

Pasal 25

Format daftar hadir perekaman kehadiran secara tertu ljs

sebagaimana. . .
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV --vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan TPP

Pasal 26

(1) Total penerimaan TPP adalah hasil penjumlahan bes:rra r-r

TPP SKP dan besaran TPP PKP.

(2) Besaran TPP SKP sebagaimana dimaksud pada a-_va t (1)
adalah hasil dari perkalian persentase capaian l<iner-ja
dalam Laporan Kinerja Pegawai dengan alokasi TPP SliP.

(3) Besaran TPP PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah hasil perkalian persentase PKP dengan alokasi
TPP PKP.

(4) Persentase PKP sebagaimana dimaksud pada ay,at (3)
adalah 100 o/o (seratus persen) dikurang persentasc
pemotongan.

(5) Tata cara perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), ayat l2l, ayat (3) dan ayat (4) diformulasil<arr
sebagai berikut:

TPP = Hasil TPP SKP + Hasil TPP PKP.

Hasil TPP SKP = % Capaian Kinerja x alokasi TPP Slil'

Hasil TPP PKP = "h PKP x alokasi TPP PKP.

o/o PKP = IOO o/o - (TMK x 7o pemotongan) + (TM x "';'
pemotongan) + (PLA x %o pemotongan) + (TDHIT) .r 'l;,
pemotongan) + (TAU x 7o pemotongan)).

Keterangan:
TMK : Tidak Masuk Kerja
TM : Terlambat Masuk
PLA : Pulang Lebih Awal
TDHE : Tidak Daftar Hadir Eiektronik
TAU : Tidak Apel Gabungan/Upacara

Contoh :

PNS jabatan struktural eselon IVb memiliki total alokasi
TPP sebesar Rp.2.000.000 dengan rincian :

a. Alokasi TPP SKP sebesar : Rp. 1.200.O00,-
b. Alokasi TPP PKP sebesar : Rp. 800.000,-

7o Capaia n Kinerja
TMK sebanyak

: 80 "/o.
: 2 hari.

'l'N4
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TM <30 menit sebanyak : 3 kali
PLA >30 s;.d <60 menit sebanyak: 2 kali
TDHE : l kali
TAU : 1 kali

Perhitungan SKP = 80o/o x Rp. 1.200.000,-
= RP.960.000,-

Perhitungan PKP = tOO o/o - {(2 x 5 %) + (3 x Tohl +
(2 x 1,5 o/o\ + (l x 3 7o) + (1 x 3 ol,)l

= IOO o/" - {1O yo + 3 oh + 3 o/o + 3 ol, +.

3 o/o\

= IOO o/o - 22 o/o

= 78 o/"

= 78 ok x Rp. 800.000,-
= Rp. 62a.000,-

Total TPP = total SKP + total PI\ll
= Rp. 960.000 + Rp. 624.000
= Rp. i.584.000,-

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal2T

(1) Terhadap pelaksanaan penilaian SKP dan perhitrrrrgar-r
PKP di masing-masing SKPD dilakukan monitori:rg rlar-r

evaluasi sesuai kebutuhan.

(2) Monitonng dan evaluasi sebagaimana dimaksucl pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan
Keputustr.n Bupati.

(3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dzrri:
a. Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi

Umum;
b. Badan Kepegawaian Daerah;
c. Inspektorat Kabupaten; dan
d. unsur iain sesuai kebutuhan.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkar-r
kepada Rupati.

Pasal 28

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayzrt (2)
berwenang menangani pengaduan dari PNS Srang dinilai
maupun pejabat yang menilai.

(21 Atas per-rgaduan sebagaimana dimaksud pada a),at (1),
Tim melakukan verifikasi dan selanjutnya membual
Berita Acara Hasii Verifikasi.

BAB VIl]..



-16-

BAB VIII
SANKSI
Pasai 29

(1) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi 'l'irrr
Monitoring dan Evaluasi, terbukti memberikan penila iir r r

kinerja -r'ang tidak sesuai dengan bul<ti kinerja l'>NS,

diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25'li,
(dua puluh lima persen) dari total TPP pada lrulrrrr
berikutnva.

(2) Pejabat Penilai yang yang berdasarkan hasil verillkasi
Tim Monitoring dan Evaluasi, terbukti tidak melal< Lrliri n
penilaian kinerja PNS kepada bawahannya tanpa alaserr.r
yang dapat dipertangungjawabkan, diberikan sanksi
berupa pemotongan TPP sebesar 50oZ (1ima puluh
persen) clari total TPP pada bulan berikutnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

TPP dibebanl<an kepada Anggaran Pendapatan dan Belarla
Daerah.

Pasal 31

Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Penggu n;r
Anggaran ke1>ada PPKD dengan mekanisme Surat Perintalr
Membayar-Langsung setiap bulan sesuai dengan dana vang
tersedia pada Kas Umum Daerah.

Pasal 32

TPP yang dit.erima oleh SKPD didistribusil<an kepada I'}N:i
yang berhak berdasarkan daftar yang dilampirkan parlrr
Surat Perintah Membayar-Langsung melalui mekanisme
pembayaran non tunai.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Penetapan Kinerja Tahunan yang terdiri dari Penetapan
Kinela Bulanan sebagai dasar penyusunan Laporan Kineria
Pegawai disetujui oleh Pejabat Penilai paling lama $ (lir-na)

hari kerja awal tahun anggaran berkenaan.

Pasal 34

PNS yang melaksanakan tugas tambahan
diperhitungk;rn sebagai aspek Capaian I{inerja
Laporan Kinl rja Pegawai.

clapi r l
dalarrr

Pasal 3Ii .



Pasal 35

Pembayaran TPP pada bulan Desember tahun berl<enaan
dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 36

PNS yang dilantik menjadi pejabat struktural han-"-a
diberikan TPP berdasarkan SKP dan PKP apabila menjalani
jabatan strukturalnya lebih dari 10 (sepuluh) hari keqa
dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 37

(1) PNS yang ditetapkan sebagai pejabat pelaksana tugzrs
(Plt) dalam mengisi jabatan struktural sementara parln
SKPD, diberikan TPP sebesar 80 (delapan puluh perscrr)
dari TPP yang diberikan kepada pejabat struktural lang
dilaksanakan.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliberiii:r lr
untuk PIJS yang ditetapkal dan/atau dihunjuk miniln;Ll
untuk 2() (dua puluh) hari kerja.

Pasal 38

Besaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar B0 7o (delapar.r
puluh persenl dari besaran TPP yang ditetapkan untuk PNS.

Pasal 39

PNS yang tidak menduduki jabatan struktural cla r-r

fungsional ya ng secara administratif telah menjadi PNS rli
lingkungan i)emerintah Daerah, diberikan TPP terhitung
bulan beril<utnya berdasarkan surat pern)'ataan
melaksanakan tugas.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa] 40

(1) Sepanjang alat/mesin perekaman Daltar I l;r<lrr
Elektronii< belum tersedia, maka perhitungan PKP rlnp;rl
dilaksanal<an dengan menggunakan d aftar had ir tert r r I r s.

(2) Penyediazr.n alat/mesin
Elektronil< sebagaimana
diadakan paling lama 3
Bupati inr diundangkan.

Daftar llirrlrr
pada a.y?.rl (l)
sejak Pererl u r':rn

perekaman
dimaksud

(tiga) bulan

(3) Dalam ha1 penyediaan alat/mesin perekaman I')irllirr
Hadir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayar (l)
tidak disediakan melampaui batas u,aktu var) iI
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka

TPP...
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TPP berdasarkan PKP pada bulan berikutnya tidak dapat
dibayarkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perat u r':r l
Bupati Labuilanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentarg
Penetapan Tambahan Penghasiian Pegarvai Negeri Sipil <li
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utar':r
(Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013
Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturalr
Bupati Labuhanbatu Utara:
a. Nomor 2-4 Tahun 20 1 5 tentang Perubahan Ata s

Peraturan Bupatl Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tah u r-r

2013 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegaw:ri
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupater.r
Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tatrun 2015 Nomor 168), dan

b. Nomor 30 Tahun 2076 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahurn
2013 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupalr.rr
Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupalen
Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 209),

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memer-intalrl<:rrr
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatarln\ il
dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2.f Desember 20 17
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

UD SYAH
Diu kan di Aek Kanopan

a taIl ir1 2) Desember 2O7-i
KRI''IA IS DAERAH KABUPA'I'EN LABUHANB UTARA,

AI-{MAD I,-L]AD

BERTTA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

l,',IllDA IL':..'..
,ll,r. 19', 6l1l
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B. Sekretz'ris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD,
Kepala Bidang, Sekretaris Camat, Sekretaris BPBD, Lurah, Kepala
Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang dan Kepala UPT (selain Kepala
UPT Dinas Kesehatan), Sekretaris Lurah, Kepala Seksi/Kepala Subbagian
pacia ii,;iui'ahan dan Staf (Jabatafl Pelaksana).

Sr rkretaris Bad,an I
I) irlas, Irban pada
Inspektorat dan Kepala
Brlgian pada Sekretariat
Ili)RD, setara dengan
.irbaian Adrninisuator
li ielon IILa

I

h,'pala Bidang,
S,;kretAris Camat,
Sr r kretaris BPBD, setara
dt:ngan Jabatan
Ar Iministrator Eselon III.
Ir

I-rr rah setara dengan
.irbatal Pengawas
tr.;elon IV.a

K()pala Subbagian,
K,:paia Seksi, Kepala
S'rbbidang dal Kepala
U?T pada
D inas/ Badan/ Sekretari
al DPRD/ Sekretariat
Dlerah, Inspektorat,
R:iUD dan Kecamatan,
s( t.ara dengan .jabatan
Prrngawas Eselon IV.a

Kepala subbagian,
Ii.:pala seksi dan
Sekretaris Lurah, setara
dcngal Jabatan
Pengav/as Eselon IV.b

Slaf pada SKPD setara
dcngan Jabatan

1l Golongan I dan II

2l Golongan III dan IV 600,000

6,000,000 4,000,000

3,600,000 2,400,000 6,000,00()

2,400,000 1,600,000 4,000,000

1,800,000 1,200,000

750,000 500.000 1,250,000

9 00,ooo

10,000,00o

J

6

400,000 1,O00,000

s40,oo0 360,000

C. Jabatan...

I

I

I

I

lo
I

I

3,000,000
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C. Jalratan Fungsional Terteniu dan Pegawai TNI/POLRI yang diperb:rnttrl<rrn

paclrr Sr: l<retariat Daerah.

.Ja l)atan
Tc,-1gn1s'

Fungsional

1) Dokter Spesialis
pada RSUD

2) Dokter Umum/Gigi
pada RSUD

) Apoteker pada
RSUD

5) 'Ienaga Kesehatan
lair nya pada RSUD

15,000,000

3,500,000

2,500,000

+

Crlnn-en T rl.,rr

Golongan III dan
IV

b. Golongan III dan
iV

l0) Penilik Sekolah dan
Pengawas Sekolah
Non Sertifll<a si

b.
320,000 800,00o

1,750,000

1,000,000

600,ooo

700,000

2,000,()00

600 000 l 000 000

9,000,000 6,000,000

1,400,000

1,000,000

2,100,000

1,500,000

1,200,000

480,000

1,200,000 800,000

700,000
7J Kepala Fuskesmas

Non 24 Jam

8) Dokter Umum/Gigi
pada Puskesmas

1,050,000

600,000 400,000

9) Tenaga Kesehatan
lainnya pada
Puskesmas

a. Golongan I dan
II 360,000 240,OOO

420,OOO 280,000

400,000

I 1) Kepala

tl

I

3) Apoteker pemilik
SIFA pada RSUD l

800,000 
I

2,000,000 
]

6) Kepala Puskesmas 
I24Jam i
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i 'l )Kepa-la Sekolah

Sertifikasi
a. SD

b. SMP

13)Penyuluh Pertanian

a. Golongan I dar II

b. Golongan III dan IV

141 Auditor

a. Tingkat Terampil

700.000

600,oo0

280,000 700,o0o

3,000,000

3,s00,000

4,500,000

4,500,o00

___-.5_,000,o(x)

6,000, o( )o

- __- J,000,o(x )

800 00i) 4,500,ooo

000 000 5,00{),o0o

(l) Auditor
Pelaksana

(2) Auditor
Pelaksana
Lanjutan

(3) Auditor Penyelia

b. Tingkat Ahli

(1) Auditor
Pelaksana

(2) Auditor Muda

(3) Auditor Madya

(4) Auditor Utama

c. P2UPD
(1) Pengawas

Pemerintah
Pertama 1

(2) Pengawas
Pemerintah
Muda ,2

360,000 900.000

600,000 400,000 1,000,000

b. Goiongan III dan IV

360,000 240,000

420,000

1,800,000 1,200,000

2,100,000 1,400,000

2,700,ooo 1,800,000

2,700,000

3,000,000

3,600,000

4,200,000

1,800,000

2,000 0()0

,2 400 000

,2 800 000

2,700,ooo

3,000,000

(3) Pengawas...

I Nrn

r' '_ r-'
540,000 

|

I l2)Guru Non Sertiiftasi I

t - a.'cotongarr I dan tt @ 600.000

420,OOO 280,000 l

l-

I

I

I
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(3) Pengawas
Pemerintah
Madya

(4) Pengawas
Pemerintah
Utan}a

Pcgawai TNI/POLRI yang
dil)erbantukan di
Sei<retariat Daerah
Ka l)upaten Labuhanbr: tu
U t,rra

6,000,0(x)

7,000,00o

1,500,000

BUPATI LABUHANBATU UTAIiA.

U])D SYAI.I

Salinan ser;uai dengan aslinya
KEPAI.A Br\GIAN HUKUM,

3,600,000 2,400,000

4,200,000

'2

900,000 600,000

L_l_

2,800,000 
I

I



L{\iPirt-\i\ ii
RATURAN BUPAT] L.{BUHANBATU UTARA
NON1OR TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGBRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN ... TAHUN ...

NAMA
NIP.
JABATAN
UNIT KERJA
SKPD
No Uraian

Kinerja
Rincian Kinerja Target

Kinerja
Hasil

(Outcomel
Persentase

Capaian
Kimeia (o/ol

Catatan Pejabat
Penilai

2 4 5 6 7

Totai Capaiai, liineijii (?") 
,

Dinilai o1eh,
(Nama Jabatan Pejabat Penilai)

Nama

Pan pl<a f ,/ Gol .Prrr,.o
NIP

Aek Kanopan, ...
Yang Membu at l,Eporafl,
(Nama Jabatan)

Nama

F'angkat/Gol. Ruang
NIP

Keterangan. .

rl I I I

I
I

I



iieteranga n
Koloin i
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7

:cliisi nomor urut.
: diisi Uraian Kinerja sesuai Penetapan Kinerja.
: diisi Rincian Kinerja Bulanan sesuai Uraian Kinerja.
: diisi Target Kinerja sesuai Rincian Kinerja.
: diisi Hasil (outcomeJ realisasi dari Target Kinerja.
: diisi Persentase Capaian Kinerja dengan mernbagi rincian hasll (orrfcome) realiasi dengan rincian Target Kinerja
: diisi catatan Atasan Langsung.

Contoh :

Seorang Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan memiliki Penetapan Kinerja berdasarkan tugas pokok darr fungsi antara lain:
1) menyusun dokumen l,aporan Akuntabilitas Kine4'a (LAKIP) Sekretariat Daerah.
2l menyusun dokumen analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban keda (ABK).

A. Penyusunan dokumen LAKIP.
Penyusunan dokumen LAKIP dalam Penetapan Kinerja ditetapkan selama 2 (bulan) dengan Rincian Kineda sebagai berikut:
1) membuat surat permintaan kepada Kepala Bagian untuk mengirimkan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2) menghimpun dokumen dari masing-masing Bagian.
3) menyusun draft LAKIP SKPD.
4) membuat surat undangan rapat Bagian.
ci rncnirasiriusi rapal pem irairasan rancangan LAhIP dengan serLtrun nepara Bagian.
6) menyempumakan rancangan dokumen LAKIP.
7) membuat surat pengantar kepada Kepala SKPD untuk penanandatangan LAKIP.

Dalam Penetapan Kinerja, ditetapkan penyelesaian Rincian Kinerl'a pada angka 1), angka 2), angka 3) adalah pada bulan pertama
sedangkan Rincian Kinefa pada angka 4), angka 5), angka 6) dan angka 7) dilaksanakan pada bulan kedua.

B. Penyusunan dokumen analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban keda (ABK).
Penyusunan dokumen analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) dalam Penetapan Kineria drtetapkan selama 6 {enam)
orllarl oengan Rrncian Krnerla sebagai berikut:
1) r.^remb,-rat sr r'?.t pe1'lr1irta:-n rlokLrmen ANJAB Can ABI.I ltepada seliir',-Ll: Si..PD.
2) menghimpun rancangan ANJAB dan ABK SKPD.
3) verifikasi rancangan ANJAB dan ABK SKPD.

4) mengembalikan.



?

4l mengembalikan .ancangan r\NJ.1B (lan ABIi SI{PD untuk dilakukan pc:.lr:-:ir:r::
5) menerima perbaikan rancangan ANJAB dan ABK SKPD.
6) membuat undangan rapat pembahasan rancangan ANJAB dan ABK Sl(Pt).
7l rapat finalisasi rancangan ANJAB dan ABK.
8) membuat konsep Keputusan Bupati tentang penetapan ANJAB dan ABK Kabupaten.
9) menyampaikan eksaminasi Keputusan Bupati kepada Kepala Bagian Hukum.
10) perbaikan Keputusan Bupati.
11) membuat pengantar penyampaian penandatangan Keputusan Bupati.
12) membuat surat pengatar penyampaian ANJAB ABK kepada Biro Organisasi Serketa-riat Daerah Provinsi

Dalam Penetapan Kineda, ditetapkan penyelesaian Rincian Kineda sebagai berikut:
- bulan ke-l : angka 1) dan angka 2)
- bulan ke-2 : angka 3) dan angka 4)
- bulan ke-3 : dst.

C. Melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan dalam I (satu) bulan.

FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN JANUARI TAHUN 2018

NAMA
i\ tP.
JABATAN
UNIT KERJA
SKPD

Penvu sunan
1. i (1) dokumen

LAKIP
Sekletariat
Daerah

: Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
: Bagian Organisasi
: Sekretariat Daerah

1) Membuat surat permintaan kepada Kepala Bagian
untuk mengirimkan realisasi pelaksanaan kegiatan

1O Basian 100 % Kegiatan terlaksana10 Baeian

10 Bagiar-r 100 9i) Kegiatan terlaksana

No Uraian
Kinerja

Persentase
C.puian Kineq'a

('/"1

Catatan Pejabat
Penilai

Rincian Kinerja Target
Kinerja

72 J 4 5 6=5 / 4* lOOo/"

2) Menghimpun dokumen dari masing-masing Bagian 10 Bagian

3) iv1enyusun...

I

I

Hasil
(Outcomel



) Penl'u sunan
(1)dokumen
ANJAB dan

ABK

3) Men,l'usun draft LAKIP SiiPD

1) membuat surat permintaan dokumen ANJAB dan
ABK kepada seluruh SKPD.

2) menghimpun rancangan ANJAB dan ABK SKPD

I dokumen 112 50 ui, iiegiatan telah
llte It 50 oz6

Kegiatan terlaksana

l(egiatan baru
mencapai 25 o/o

100 % Kegiatan terlaksana

Aek Kanopan, ....
Yang Membuat Laporan,

(Nama Jabatan)

Nama

Pangkat/Gol. Ruang
NIP

40 SKPD 40 SKPD 1 00 ".,1,

40 SKPT) 25 o/o

3 Tugas
Tambahan

Dinilai oleh,
(Nama Jabatan Pejabat Penilai)

Nama
/l
\.," ' ' ' i
Pangkat/Gol. Ruang

NIP

11

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

?,{d,
,Z t/.d,DDIN&AH

3aiirrai, sesriai deogan aslirr-r a
KEPALA B,q.GIAIY HUKUM.

Total Capaian Kinerja (%)= (100+ 100+50+100+25+100)/6 79 o/o

z/\.1;
lJrP. i - . ' l,)

I

10 SKPD 
i

I



LAM],IRAN IIl
PER./ITURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOM,IR TAHUN 2017
TEN'I'ANG
TAM]]AHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGtrRI SIt)II,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAI] KABU P,{'I-Ii)N]

LABI HANBATU UTARA

PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI PNS
TIDAI\ M, \SUK KERJA DAN/AT.\U TIDAK HADIR APEL CABUNGAN/UPACI\IIA

HARI BlrlSA lR DAN/ATAU TIDAK ]IENGISI DAffAR HADIR ELEKTRONIK DAN/ A'lAt I

TERI,AMBAT MASL ]< DAN/ATAU PULANG LEBIF{ AWAL

A. TTDAK MASUK KERJA (TMi<), TIDAK HADIR APEL GABUNGAN/UPACAR/\
_ rlArrr RqqaR (rauI_84r'{_TIpAK pAmAR HAprR ELEKTRO!!14_OPHE)

Persentase Pemol on glr r r

dari Alokasi I'N I]
5"k

2. 'lirlak l{adir Apel
Ci rbur rgan/Upacara Hari B,rsar

a o/

3. 'rL)HE

__ 1. 'llvlK

Tingkat
Keseringan

1 kali
1 kali

q TtJtiLAi,,{BAT MASUK

Tingkat 'l'erlambat
Masuk

't'M
TM1
Tl\4 2

T1.L 4

,/y'aktu Terlambat

<30 menit

>50 s.d < 120 menit

> 120 menit*

Persentase Pemotongar r

dari Alokasi PKP

7 o/o

1 5 o/o

2,50/"

5.h

C. PUI,AN,:} LEBIH AWAL

Tingh:rt i'ulang Lebih Waktu Pulang Lebih Awal
i\q.'rrl PLA

< 30 menit
T'LA 2 > 30 s.d s 60 menit
1-,LA 3 > )0 menit s 120 menit
l,LA 4 > 120 menit

I'LA 1

Persen lase Pemotor.r gan
clari Alokasi PX l'

1 o/o

1,5 0k

2 5"k
ao/t___

Keterangarr:* Terlambat masuk lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit dianggap ticlal,
masuk kerja.

UHANBATU UTARA,

Salinar r sc slrai dengan aslinya
KtrPAI,,'\ I]AGIAN HUKUM,

:r.I'{lDA !r..'r,l'l
t/

BUPATI

R INS

'l'ingl at TMK, TAU clan TDr-{E

< 2 kali

TIU 3
::30 s.d < 60 menit

I

l_



FORMAT )AFTAR HADIR TERTULIS

I(op Surat SKPD

DAI{'1\R IADIR PNS* PAGI/SC)RE/APEL GABUNGAN/UPACARA KESADAII^l\
NASIONA1,/ UPACARA HARI BESAR**

Hari/'Lrngilal :

N:,ma7Jrlip Jabata n 'I'anda Keter: u t 11ir r,

Ta!gq!_
I 2 3 5 (t

I

2

Jumlah Ha.dir
Jumlah Ticlak Hadir
Keterangari
A : Alfa
I : lzirt
S : Sakit

l

---l

Orang
Orang
Orang

Keterair gai L:

*Daftar ha,lir non PNS dibuat te rsendiri.
**Pilih salrrh satu

Salinan sesuai dengan asliny -r

I(trPALA BAGIAN HUKUM,

Aek Kanopan,
Kepaia SKPD

Nama

Pangkat/Gol. Ruang
NIP

UHANBATU UTARA.

Pangkat/ GoI. Ruang

4

BUPATI

DIN

LAMJ'IRAN IV
PERI.TURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMCR TAHUN 2017
TEN'I'ANG
TAMI]AHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPII,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATDN
LABTJHANBATU UTARA

Nol

l3llt
last. I


